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REGULASI  NO. 2001/14 
 

TENTANG MATA UANG RESMI DI TIMOR LOROSAE 
 

 
Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi), 
 
Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan 
Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 (1999) tanggal 25 
Oktober 1999, sebagaimana ditegaskan dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Nomor 1338 (2001) tanggal 31 Januari 2001, 
 
Mengingat Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor 
Lorosae (UNTAET) No. 1999/1 tanggal 27 Nopember 1999 tentang Kewenangan 
Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae, 
 
Menyusun Perintah Pelaksana dari Administrator Transisi tanggal 26 April 2001 tentang 
Pelarangan Pemasukan Tanpa Izin Mata Uang Asing dan Hal Pertukaran Uang Lain ke 
dalam undang-undang, dan mengakui perlunya untuk 
 
(a) menggabungkan sisanya ketentuan yang relevan dari Regulasi UNTAET No. 2000/2 

tanggal 14 Januari 2000 tentang Penggunaan Mata Uang di Timor Lorosae dan 
Regulasi UNTAET No. 2000/7 tanggal 22 Januari 2000 tentang Penentuan Mata 
Uang Sah demi Timor Lorosae, dan 

 
(b) membantu pelaksanaannya Regulasi UNTAET No.2000/5 tanggal 20 Januari 2000 

tentang Perizinan Biro Penukaran Mata Uang berkaitan dengan penambahannya 
mekanisme administrasi dan mekanisme penyelenggaraan lain, dan  

 
Setelah berkonsultasi dalam Dewan Konsultasi Nasional, dan dengan mengakui bahwa 
Majelis Konstituante dapat mengusulkan perubahaan Regulasi ini pada masa mendatang, 
 
Dengan maksud memperkuat ekonomi Timor Lorosae dengan mengesahkan mata uang 
resmi untuk Timor Lorosae, serta mencegah pemindahan uang ke dalam dan ke luar 
Timor Lorosae secara tidak sah dan untuk menjamin stabilitas ekonomi yang berkaitan 
dengan mata uang yang stabil dan dapat ditukar secara bebas, 



 
Dengan ini mengumumkan sebagai berikut: 
 
 

Bagian 1 
Definisi 

 
Apabila digunakan dalam Regulasi ini, istilah yang berikut mempunyai arti yang berikut: 
 
(a) "mata uang asing yang terpengaruh" berarti mata uang manapun, selain daripada 

mata uang resmi Timor Lorosae, dengan tunduk pada pembatasan yang dikenakan 
oleh otoritas pengeluaran mata uang tersebut pada impor atau ekspornya mata uang 
itu dari negara asalnya, sebagaimana dilaporkan kepada dan dicatat oleh International 
Monetary Fund sesuai dengan Pasal IV dari Undang-undang Perjanjiannnya, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada mata uang yang terdaftar dalam Lampiran 
Regulasi ini, karena daftar itu dapat diubah dari waktu ke waktu oleh Kantor Pusat 
Pembayaran setelah diberitahukan oleh International Monetary Fund. 

 
(b) "Kantor Pusat Pembayaran" berarti Kantor Pusat Pembayaran Timor Lorosae 

sebagaimana didirikan berdasarkan Regulasi UNTAET No.2000/6 atau kantor 
pengganti yang memenuhi fungsi yang sama. 

 
(c) "penukaran mata uang" berarti pelaksanaan transaksi penukaran mata uang, termasuk 

penjualan dan pembelian mata uang, cek turis (traveller's cheques) dan surat berharga 
yang serupa. 

 
(d) "mata uang asing" berarti mata uang selain daripada mata uang resmi Timor Lorosae  

sebagaimana ditentukan dalam Regulasi UNTAET ini. 
 
(e) "mata uang resmi Timor Lorosae" berarti mata uang Timor Lorosae sebagaimana 

dimaksud dalam Bagian 13.1 Regulasi ini. 
 
(f) "orang" berarti: 
 

(i) orang perorangan 
(ii) perusahaan atau badan hukum lain, di mana saja dibentukkan atau dijadikan 

badan hukum 
(iii) kemitraan, di mana saja dibentukkan; 
(iv) perwalian (trust), di mana saja didirikan; 
(v) usaha yang terdaftar sesuai dengan Regulasi UNTAET No.2000/4 atau 
(vi) badan atau perhimpunan lain yang telah atau belum dijadikan badan hukum. 

 
(g) "dolar US" atau "US$" berarti mata uang resmi Amerika Serikat.  
 
 

Bagian 2 



Dampak 
 

2.1 Regulasi UNTAET No. 2000/2 tentang Penggunaan Mata Uang di Timor Lorosae 
dan Regulasi UNTAET No. 2000/7 tentang Penentuan Mata Uang Sah demi 
Timor Lorosae dengan ini digantikan. 

 
2.2 Meskipun adanya Bagian 2.1 Regulasi ini, semua petunjuk, garis pedoman, izin 

dan tindakan lain yang dikeluarkan atau diambil sesuai dengan ketentuan Regulasi 
UNTAET No. 2000/2 atau Regulasi UNTAET No. 2000/7 sebelum tanggal 
pemberlakuan Regulasi ini terus berlaku sampai dicabut atau digantikan oleh 
petunjuk, garis pedoman, izin atau tindakan lain yang dikeluarkan atau diambil 
sesuai dengan Regulasi ini. 

 
 

Bagian 3 
Mata Uang Sah 

 
3.1 Mata uang resmi untuk Timor Lorosae adalah dolar US. 
 
3.2 Uang kertas dan uang logam dari dolar US adalah satu-satunya mata uang sah 

untuk semua transaksi pribadi dan umum di Timor Lorosae. 
 
 

Bagian 4 
Harga dan Pembayaran untuk semua Barang dan Jasa 

 
4.1 Harga semua barang dan jasa, dan pembayaran uang yang berkaitan dengan 

semua transaksi, diperhitung dalam unit dari mata uang resmi Timor Lorosae. 
 
4.2 Semua pembayaran yang dilakukan karena atau yang berkaitan dengan kontrak 

atau transaksi lain, baik yang pribadi maupun yang umum, termasuk 
 

(a) pembayaran untuk menyelesaikan hutang atau kewajiban, dan 
 
(b) pembayaran yang wajib dibayar oleh atau kepada instansi umum manapun di 

Timor Lorosae, 
 

hanya dapat dibayar dalam mata uang resmi Timor Lorosae. 
 

4.3 Meskipun ketentuan lain dalam Regulasi ini, hutang atau kewajiban pribadi yang 
ditimbulkan sebelum tanggalnya pemberlakuan Regulasi ini dan yang sedang 
berada pada tanggal pemberlakuan Regulasi ini, yang dijanjikan dalam mata uang 
asing dapat, sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang bersangkutan, 
diselesaikan dalam mata uang asing tersebut ataupun mata uang resmi Timor 
Lorosae.  

 



Bagian 5 
Pembukuan dan Catatan Keuangan 

 
Semua anggaran belanja, catatan keuangan dan pembukuan dari semua orang, termasuk 
pemerintah, instansi daerah dan umum, satuan, agensi atau institusi dan UNTAET, 
berdasarkan pada dan dipelihara dengan menggunakan mata uang resmi Timor Lorosae. 
 
 

Bagian 6 
Pembatasan pada Pengimporan Mata Uang Asing 

 
Orang tidak boleh mengimpor ke dalam Timor Lorosae mata uang asing yang 
terpengaruh atau mata uang asing selain daripada mata uang asing yang terpengaruh 
yang lebih dari jumlah sebagaimana ditentukan dalam petunjuk administratif yang 
dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pembayaran kecuali orang tersebut telah memperoleh 
izin dari Kantor Pusat Pembayaran untuk tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan 
Regulasi ini. 
 
 

Bagian 7 
Prosedur Perizinan 

 
7.1 Setiap permohonan izin untuk mengimpor mata uang asing sebagaimana 

ditentukan dalam Bagian 6 Regulasi ini wajib diajukan secara tertulis kepada 
Kantor Pusat Pembayaran dalam bentuk dan sesuai dengan prosedur-prosedur, 
dan harus disertai oleh biaya permohonan yang berlaku (yang harus seimbang 
dengan ongkos administrasinya pemprosesan permohonan tersebut), sebagaimana 
dapat ditentukan oleh Kantor Pusat Pembayaran dalam petunjuk administratif. 

 
7.2 Surat izin untuk mengimpor mata uang asing sebagaimana ditentukan dalam 

Bagian 7.1 Regulasi ini dapat dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pembayaran untuk 
digunakan satu kali saja atau sebanyak kali yang ditentukan, dan izin tersebut 
dapat diperpanjang atau diperbarui dengan diajukannya permohonan tertulis 
kepada Kantor Pusat Pembayaran dalam bentuk yang sesuai dengan prosedur-
prosedur, dan dibayarnya biaya permohonan yang berlaku, sebagaimana dapat 
ditentukan oleh Kantor Pusat Pembayaran dengan petunjuk administratif. 

 
7.3 Kantor Pusat Pembayaran dapat menolak mengeluarkan izin untuk pengimporan 

mata uang asing sebagaimana disebut dalam Bagian 7.1 Regulasi ini hanya dalam 
keadaan yang mendesak, di mana Kantor Pusat Pembayaran wajib memberikan 
alasan secara tertulis kepada pemohon untuk penolakan tersebut. Untuk maksud 
Bagian ini, keadaan yang mendesak termasuk, tetapi tidak terbatas pada: 

 
(a) hukuman pidana yang dijatuhkan lebih dulu atau tuntutan pidana yang 

menunggu melawan kepentingan pemohon berkaitan dengan tindak pidana 
keuangan (termasuk, tetapi tidak terbatas pada pencucian uang, pengelabuan 



pajak, pemalsuan dan sebagainya) atau kejahatan lain di Timor Lorosae atau 
jurisdiksi manapun; 

 
(b) pemohon dikenakan dengan proses peradilan kepailitan sebagai debitur di 

Timor Lorosae atau jurisdiksi manapun; 
 

(c) Kantor Pusat Pembayaran telah menentukan bahwa pemohon terlibat dalam 
transaksi yang melanggar Regulasi ini maupun Regulasi atau Instruksi 
UNTAET lain, atau petunjuk yang dikeluarkan berkaitan dengannya, yang 
berhubungan dengan perbankan atau penukaran mata uang di Timor Lorosae; 

 
(d) pemohon gagal menunjukkan sebagaimana seharusnya alasan sah untuk 

pengimporannya mata uang asing ke dalam, dan yang bermaksud untuk 
dipakai di, Timor Lorosae; atau 

 
(e) mata uang yang terpengaruh akan, apabila diimpor, menurut pendapat Kantor 

Pusat Pembayaran, mengenakan dampak negatif pada sistem-sistem 
pembayaran di Timor Lorosae. 

  
7.4 Gagalnya pemegang izin atau kepala pemegang izin memenuhi semua syarat yang 

dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pembayaran berkaitan dengan izin tersebut 
langsung menyebabkan izin itu tidak berlaku lagi, dan harus diserahkan kepada 
Kantor Pusat Pembayaran apabila diminta oleh Manajer Umumnya, dan biaya 
yang terkait dengan izin tersebut tidak dapat dikembalikan kepada pemohon atau 
pemegang izin yang bersangkutan. 

 
7.5 Meskipun ketentuan yang terkandung dalam Bagian 7 Regulasi ini, orang tidak 

diharuskan mendapat izin untuk mempunyai, memegang atau mengeluarkan mata 
uang asing manapun, baik yang dalam bentuk uang kertas dan logam maupun 
uang yang disimpan di dalam rekening bank atau lain yang terletak di Timor 
Lorosae maupun di luar, dan semua pembatasan pada kepemilikan, pemegangan 
atau pengeluarannya mata uang asing, baik yang dalam bentuk uang kertas dan 
logam maupun uang yang disimpan di dalam rekening bank atau lain yang 
terletak di Timor Lorosae maupun di luar, yang ada di bawah hukum yang 
diterapkan di Timor Lorosae sesuai dengan Regulasi UNTAET No. 1999/1, 
dengan ini dicabut. 

 
 

Bagian 8 
Ketentuan Tambahan Penukaran Mata Uang  

 
Kantor Pusat Pembayaran diberikan kuasa untuk menerapkan ketentuan-ketentuan dalam 
Bagian 9 Regulasi UNTAET No. 2000/5 kepada semua orang yang terlibat dalam 
penukaran mata uang, tanpa memperhatikan apakah orang tersebut telah memperoleh 
izin penukaran mata uang dari Kantor Pusat Pembayaran sesuai dengan ketentuan 
Regulasi tersebut. 



 
 

Bagian 9 
Pelanggaran dan Penegakan Hukum 

 
9.1 Setiap kali gagal memenuhi ketentuan Regulasi ini merupakan pelanggaran dan 

akan mengakibatkan penyelenggaraan hukum secara cepat melalui semua sarana 
yang tersedia pada Administrasi Transisi Timor Lorosae, termasuk pelayanan 
penegak hukum dan pelayanan perbatasan. 

 
9.2 Orang yang melakukan pelanggaran berkaitan dengan Bagian 4 Regulasi ini 

setelah jam 00:01, waktu lokal, pada tanggal 20 Agustus, selain dari semua 
hukuman pidana dan perdata lain yang dapat diterapkan, diancam dengan 
hukuman denda yang tidak melebihi US$5000 untuk setiap pelanggaran, 
sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Umum dari Kantor Pusat Pembayaran 

 
9.3 Orang yang melakukan pelanggaran berkaitan dengan Bagian 5 Regulasi ini 

setelah jam 00:01, waktu lokal, pada tanggal 20 Agustus 2001, selain dari semua 
hukuman pidana dan perdata lain yang dapat diterapkan, diancam dengan 
hukuman denda yang tidak melebihi US$5000 untuk setiap pelanggaran, 
sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Umum dari Kantor Pusat Pembayaran. 

 
9.4 Orang yang melakukan pelanggaran berkaitan dengan Bagian 6 Regulasi ini, 

selain dari semua hukuman pidana dan perdata lain yang dapat diterapkan, 
diancam dengan sanksi administratif sebagai berikutl: 

 
(a) penyitaan semua mata uang asing yang diimpor dengan cara yang melanggar 

ketentuan Regulasi ini, di mana mata uang asing yang disita kemudian 
diserahkan kepada Administrasi Transisi Timor Lorosae dan menjadi 
miliknya pada tanggal yang tiga puluh hari takwim setelah penyitaan uang 
tersebut, kecuali wewenang yang sah untuk pegangnya/pemilikannya uang itu 
telah ditentukan sebelum tanggal tersebut; 

 
(b) sanksi denda yang tidak melebihi US$5000 untuk setiap pelanggaran, 

sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Umum dari Kantor Pusat Pembayaran. 
 
9.5 Orang manapun yang melakukan penukaran mata uang, baik sebagai biro 

penukaran uang yang diizinkan sesuai dengan Regulasi UNTAET No. 2000/5 
maupun yang lain, yang melanggar ketentuan Regulasi UNTAET No. 2000/5 
bersalah melakukan pelanggaran administratif. Orang yang melakukan 
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini, selain dari semua hukuman 
pidana dan perdata yang dapat diterapkan, diancam dengan sanksi denda yang 
tidak melebihi US$5000 untuk setiap pelanggaran, sebagaimana ditetapkan oleh 
Manajer Umum dari Kantor Pusat Pembayaran. 

 
Bagian 10 



Prosedur Peninjauan Kembali 
 

10.1 Orang yang dikenakan dengan hukuman/sanksi atau dengan penyitaan mata uang 
asing (termasuk orang lain yang menyatakan mempunyai kepentingan 
kepemilikan dalam mata uang asing yang disita itu) sesuai dengan Bagian 9 
Regulasi ini dapat mohon Manajer Umum dari Kantor Pusat Pembayaran untuk 
meninjau kembali keputusan itu, yang mana permohonan wajib: 

 
(a) Ditulis dan disampaikan kepada Manajer Umum dari Kantor Pusat 

Pembayaran paling lambat tujuh hari setelah tanggal pengenaannya 
hukuman/sanksi tersebut atau penyitaan mata uang asing yang bersangkutan; 
dan 

 
(b) mengandung semua dokumen bukti, data, pernyataan dan keterangan lain 

yang relevan pada pembuktian pemenuhan syarat-syarat Regulasi ini atau, 
berkaitan dengan Bagian 9.5 Regulasi ini, ketentuan Regulasi UNTAET 
No.2000/5 yang relevan. 

 
10.2 Keputusan yang dijatuhkan oleh Manajer Umum dari Kantor Pusat Pembayaran 

berkaitan dengan permohonan yang diperkenankan di bawah Bagian 10.1 
Regulasi ini disampaikan secara tertulis kepada orang yang mengajukan 
permohonan tersebut paling lambat tujuh hari setelah diajukannya, yang mana 
keputusan tersebut, bersama dengan semua dokumen bukti, tanggal, pernyataan 
dan keterangan lain yang diberikan oleh orang yang mengajukan permohonan itu, 
merupakan dan akan disimpan sebagai catatan resmi dari pertimbangannya 
permohonan. 

 
10.3 Orang yang permohonannya di bawah Bagian 10.1 Regulasi ini telah ditolak 

dapat, dalam waktu tujuh hari takwim setelah tanggal penolakan itu, naik banding 
pada tribunal yang mempunyai wewenang untuk meninjau kembali persoalan 
administrasi dari Administrasi Transisi Timor Lorosae, atau, menunggu pendirian 
tribunal tersebut, Pengadilan Distrik Dili. Keputusan tribunal yang mempunyai 
wewenang untuk meninjau kembali persoalan administasi dari Administrasi 
Transisi Timor Lorosae atau, menunggu pendirian tribunal tersebut, keputusan 
Pengadilan Distrik Dili, bersifat final/terakhir. 

 
10.4 Dalam hal pemenuhan ketentuan Regulasi ini yang berkaitan dengan pengenaan 

hukuman/sanksi atau penyitaan mata uang asing telah ditetapkan sesuai dengan 
Bagian 10 ini, 

 
(a) sejumlah hukuman/sanksi denda yang telah dibayar yang tersentuh oleh 

penetapan tersebut wajib dibayar kembali kepada seorang pembayar yang 
bersangkutan, serta ditambah dengan jumlah bunga yang terhitung dari 
tanggal uangnya dibayar oleh orang tersebut sampai dengan tanggal uangnya 
dikembalikan, dengan tingkat bunga sebagaimana ditetapkan oleh Kepala 



Badan Fiskal Pusat dengan mengingat kewajiban Administrasi Transisi yang 
serupa; dan 

 
(b) mata uang asing yang disita yang tersentuh oleh penetapan tersebut wajib 

dilepaskan kepada orang dari mana uang tersebut disita; 
 

dengan syarat bahwa setiap saat UNTAET tidak dapat dikenakan dengan klaim, 
gugatan, tuntutan atau kewajiban manapun, termasuk biaya atau ongkos yang 
telah dibebankan, yang timbul dari atau karena terkait dengan pengenaan 
hukuman/sanksi atau penyitaan mata uang asing dalam hal ketentuan Regulasi ini 
kemudian ditentukan telah dipenuhi sesuai dengan Bagian 10 ini. 

 
10.5 Kewajiban untuk membuktikan pemenuhan ketentuan Regulasi ini pada setiap 

saat dibebankan pada orang yang menyatakan demikian. 
 
 

Bagian 11 
Pengumpulan dana dan hukuman/sanksi denda yang diserahkan 

 
Semua mata uang asing yang disita dan diserahkan kepada Administrasi Transisi Timor 
Lorosae dan semua denda yang dikenakan sesuai dengan Bagian 9 Regulasi ini 
dikumpulkan pada dan untuk keuntungan Dana Konsolidasi/Gabungan Timor Lorosae 
(sebagaimana didefinisikan dalam Regulasi UNTAET 2000/1) dan akan dibawa kepada 
Kantor Pusat Pembayaran untuk dimasukkan ke dalam Dana tersebut.  
 
 

Bagian 12 
Pelaksanaan 

 
Administrator Transisi dapat mengeluarkan petunjunk administratif dan peraturan 
perundang-undangan lain berkaitan dengan pelaksanaan Regulasi ini. 
 
 

Bagian 13 
Ketentuan Transisi 

 
Administrator Transisi, dengan mengakui resolusi Dewan Nasional pada tanggal 13 Juli 
2001, menyerahkan Regulasi ini kepada Majelis Konstituante untuk pertimbangannya, 
termasuk kemungkinan perubahannya berdasarkan Regulasi UNTAET No.2001/2 tanggal 
16 Maret 2001. 
 
 

Bagian 14 
Pemberlakuan 

 
Regulasi ini mulai berlaku pada saat ditandatangani. 



 
 
 
 

Sergio Vieira de Mello 
Administrator Transisi 

 
 
 

Lampiran pada Regulasi UNTAET 2001/14 
 
 

Mata Uang yang Terpengaruh  
(sejak tanggal 20 Juli 2001) 

 
 

Taka Bangladesh 
Dolar Fiji 
Rupee India 
Kip Republik Demokrasi Masyarakat Lao 
Ringgit Malaysia 
Tugrik Mongolia 
Kyat Myanmar 
Rupee Nepal 
Kina Papua New Guinea 
Peso Filipina 
Won Republik Korea 
Tala Samoa 
Dolar Pulau-pulau Solomon 
Rupee Sri Lanka 
Baht Thailand 
Dong Vietnam 
 
 


